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ABSTRAK

Becak motor menjadi salah satu sarana transportasi  yang disenangi bagi masyarakat 
karena dari segi manfaat selain lebih cepat, becak motor bisa menjadi alternatif untuk 
menjangkau tujuan yang tidak bias dijangkau oleh angkutan umum lainnya. Pemasangan 
mesin kendaraan sepeda motor secara modifikasi kepada becak motor memiliki kecepatan 
yang lebih tinggi dari becak yang dijalankan dengan cara dikayuh, namun dengan kecepatan 
yang lebih tinggi  becak motor ini tidak memiliki alat kontrol yang memadai, sehingga faktor 
keselamatan belum terjamin. Rumusan masalah yaitu Apakah keberadaan becak motor 
sebagai sarana transportasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 
Bagaimana penegakan hukum bagi pengendara becak motor dengan modifikasi yang tidak 
sesuai ketentuan perundang-undangan digunakan sebagai angkutan umum?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum 
normatif (normative legal research). Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) bentuk 
pendekatan masalah, yaitu pendekatan normatif-yuridis, yaitu melalui pendekatan undang-
undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan 
hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu mencari peraturan 
Perundang-Undangan mengenai atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Teknik Analisis 
bahan hukum dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data 
primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam 
bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Keberadaan becak motor sebagai sarana transportasi saat ini belum sesuai dengan 
Pasal 277 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Pihak Kepolisian Republik Indonesia  yang berwenang  menertibkan keberadaan becak 
bermotor dengan melakukan razia kendaraan secara rutin sesuai Pasal 260 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Becak Motor, Modifikasi Kendaraan Bermotor, Transportasi, Lalu Lintas
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ABSTRACT

Becak motor is one of the transportation facilities that is liked by the community 
because in terms of benefits besides being faster, becak motor can be an alternative to reach 
destinations that cannot be reached by other public transportation. Modifying motorbike 
vehicle engines to becak motor has a higher speed than pedicabs that are run by pedaling, but 
with higher speeds these motorized rickshaws do not have adequate controls, so safety factors 
are not guaranteed. Problem formulation is Is the existence of becak motor as a means of 
transportation in accordance with the applicable laws and regulations? How can law 
enforcement for becak motor drivers with modifications that are not in accordance with the 
laws and regulations be used as public transportation?

The type of research used in this paper is the method of normative legal research. In 
this study, two (2) forms of problem approaches were used, namely the normative-juridical 
approach, namely through the Statute Approach, and the Conceptual Approach. This study is 
a normative legal research, the legal material used includes primary, secondary, tertiary 
legal materials. The legal material collection technique is to find legislation regarding or 
relating to this matter. Legal material analysis techniques in this study data collected from 
the results of research both primary data and secondary data, then analyzed qualitatively and 
discussed in the form of translation by giving meaning in accordance with applicable laws 
and regulations.

The existence of becak motor as a means of transportation is currently not in 
accordance with Article 277 of the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning 
Road Traffic and Transportation. The Republic of Indonesia Police have the authority to 
control the existence of becak motor by conducting raids on a regular basis in accordance 
with Article 260 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 22 Year 2009 
concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords: Becak Motor, Motor Vehicle Modification, Transportation, Traffic 
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